
 

 

 

 

  

 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

PROVINSI JAMBI 

 

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR : 76 /Kep.Bup/Isp/2024 

 

TENTANG 

 

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan 

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti 

Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara atau Pejabat Lain, Bupati Selaku Pejabat 

Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) mempunyai tugas 

dan wewenang untuk membentuk dan menetapkan Tim 

Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati 

tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat; 

 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan 

Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2755); 

 

 

 

 

 

 SALINAN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 3903) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 

Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3969); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286 ); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menetapkan 

 

KESATU 

 

 

 

KEDUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

: 

 
: 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019                      

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran                

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021                     

tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran                     

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                     

Nomor 6718); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 

tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan                       

Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar  Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah  (Berita                  

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 

tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian                        

Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara                     

atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia              

Tahun 2019 Nomor 161); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan                       

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

15. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti 

Kerugian Negara Terhadap Bendahara; 

16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 23                 

Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur                       

Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Berita                        

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 

Nomor 23); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

 

 

 

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum 

dalam lampiran Keputusan ini. 

 

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai 

tugas sebagai berikut : 

a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah; 

b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian 

Daerah; 

c. menghitung jumlah Kerugian Daerah; 

 



 

 

 

 

 

 

KETIGA 

 

 
KEEMPAT 

 

 

 

 
KELIMA 

 

 

 

 

 
 

:  

 

 
: 

 

 

 

 
: 

 

 

 

d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri 

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan 

sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan 

e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang 

membentuk. 

 
Dalam melaksanakan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah 

bertanggungjawab kepada Bupati Tanjung Jabung Barat. 

 
Segala biaya yang timbul akibat diterbikannya Keputusan                    

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja                 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat DPA Inspektorat 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

 
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di   Kuala Tungkal 

pada tanggal,  26 Februari 2024 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

                           ttd 

 
 

ANWAR SADAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN   

KEPUTUSAN BUPATI  TANJUNG JABUNG BARAT 
NOMOR      : 76 /KEP.BUP/ISP/2024 

TENTANG    
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
   

 
a.  

b.  

c.  

 

d.  

 

e.  

 

Penanggung Jawab 

Ketua 

Wakil Ketua 

 

Sekretaris 

 

Anggota 

 

 

: 

: 

: 

 

: 

 

: 

Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat 

Inspektur Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat  

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  

Kab. Tanjung Jabung Barat 

Sekretaris Inspektorat Daerah Kab Tanjung 

Jabung Barat 

1. Inspektur Pembantu Wilayah I 

2. Inspektur Pembantu Wilayah II 

3. Inspektur Pembantu Wilayah III 

4. Inspektur Pembantu Wilayah IV 

5. Inspektur Pembantu Khusus 

6. Sekretaris Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

7. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

8. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat 

9. Kepala Bidang Pengelolaan BMD Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat  

10. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat 

 

    

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 
 

                         

                          ttd 

 
 

              ANWAR SADAT 

 

 

 

 

 

 


